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:!f\emhuat sural dak" aan adalah penuh dengan imajinasi, 
karcna ia mcrupakan seni, susru paduan aolara (Xrbualan 
nya ta a tau konkret. dilukiskan dengan ramuan clemen­
('it"tncn dan hukum pidana yang dilanggarnya , dan akan 
dibuktika n eli muka hakim akan kebenaran dakwaanya. 
O ll'h kar('na itll, rnl'mbuat $ural dakwaan udak sekali j"di, 
u'mpi harub diulan~ dim diulang, baru kcmudian disimak 
dan apakah sudah selaras dengan ~rbuatan yang oyata, 
elM\ ilkhirnya dituan~kan dalam suatu bentuk sural 
dak-waan terttnlu. 

Buku ini terdiri ala~ 6 lenam) bah. Bab I sampai dengan 
Bab 4 berW If'ori -lt''ori dalam membuat surat dakwaan. 
feknik-teknik membuat !!iUral dakwaan dikupa.!> pada 
Bab 5. Bab terakhir menguraikan pengertian dan iail 
maleri requisroir. 

Buku ioi bermafaat sebagai aCU3 n atau referensi 
bagi para jaksa/penuntut umum, te-tulama dalam 
pemhuatan sUtal dakwaan yang m~njadi tuga~ 

pOkOkn),3 guna mengantatkan perkara kc depan 
pen.idangan. Dapat juga digunakan sebagai 

bahan studi yang berguna bagi mahasiswa 
fakultas hukum ya ng sedang mempelajari 

dan m('ne lili m al eri hukum ya n g 
dihadapi. 
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1 PENDAHULUAl'i 

1. 	 PENGERTIAN DAN SIFAT 
PIDANA 

Hukum acara pidana berkaital 
hukum pidana, kedua-duanya meru 
peraturan-peraturan yang memual 
perleng.kapan negara, seperti kepol 
pengaddan bertindak guna men 
mengadakan hukum pidana. 

Hukum pidana dalam bahasa Be] 
"~ateriele strafrecht" sedangkan hI 
?l~amakan "formeel strafrecht" ataL 
Inl membuktikan bahwa kedua h 
terkait satu dengan yang lain. 

Materi hukum pidana menun' 
gamb~rk~n berbagai perbuatan ya; 
sanksl pldana, menunjukkan sya 
e~emen-elemen perbuatan itu yang 1 
dla~cam dengan sanksi, menunjul 
dan perbuatan itu dan macam-macan 
cara bagaimana hak menuntut dilakt 
cara membawa pelaku ke muka hak 

TEORt DAN TEKNtK MEMBUA 
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